


































 

 

 

 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH 
 
 

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 
NOMOR: 500.14.3.4/533/BAPPEDA-G.ST/2024 

 
TENTANG 

 
DAFTAR DATA DAERAH DAN DATA PRIORITAS DAERAH  

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 
 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Provinsi 

Sulawesi Tengah, perlu dilakukan perencanaan data melalui 
penentuan daftar data dan data proritas sebagai acuan 
pengumpulan data; 

  b. bahwa untuk pengumpulan data tahun 2025, Forum Satu 
Data Indonesia Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah 
menyepakati Daftar Data dan data Prioritas yang akan 
dikumpulkan Perangkat Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
bahwa huruf a dan huruf b perlu menetapakna  keputusan 
Gubernur tentang Daftar Data Daerah dan Data Prioritas 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 52140 sebagai telah diubah  beberapa kali, 

tentang undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Udang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2023 

Nomor 41, Tambagahn Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41,Tamabahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 
tanteng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta 
kerja Menjadi Undang-Undang ( 41 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6777); 
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  4. Peraruran Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran Statistik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 TahunTahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data 
Idonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 112); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114); 

  8. Peraturan  Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 

2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 792); 

 

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 
500.14.3.4/270.1/Bappeda-G.ST/2024 tentang Pembentukan 
Forum Satu Data Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah; 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  

KESATU : Daftar Data Daerah dan Data Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah Tahun 2025 Sebagaimana tercantum dalam merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini. 

 
KEDUA : Daftar Data Daerah dan Data Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU, disusun berdasarkan indikator Kinerja Perangkat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Yang memuat: 
a. Data Statistik; dan 
b. Data geospasial 

 
KETIGA :  Daftar Data Daerah dan Data Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU didasarkan pada: 
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045; 
b. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 
2025-2029 

c. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;  
d. Usulan Produsen Data berdasarkan pada Peraturan 

Perundang-undangan. 
 
KEEMPAT :  Pembiyayaan yang diperlukan dalam rangka penetapan Data 

Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 
bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah. 
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KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapakan. 

 

Ditetapkan di Palu  

Pada tanggal 2 Desember 2024 
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LAMPIRAN   
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 
NOMOR   :  500.14.3.4/533/BAPPEDA-G.ST/2024 
TENTANG   
DAFTAR DATA DAERAH DAN DATA PRIORITAS 
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 
TAHUN 2025 

DAFTAR DATA DAERAH DAN DATA PRIORITAS DAERAH 

NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH SATUAN SUMBER DATA 

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks BPS Provinsi 

2 Indeks Modal Manusia (IMM) Indeks Bappenas 

3 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Kemenpan RB 

4 Indeks Daya Saing Indeks BRIN 

5 Nilai SAKIP Angka Kemenpan RB 

6 Tingkat Kemiskinan (Persentase penduduk miskin) % BPS  

7 Indeks Infrastruktur Daerah Indeks 

8 Indeks Gini Indeks BPS  

9 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks BPS  

10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah  Indeks Dinas Lingkungan 
Hidup 

11 Penurunan emisi gas rumah kaca (% BL) % 

12 Tingkat efektivitas kerja sama daerah % 

13 Indeks Pelayanan Publik Indeks Kemenpan RB 

14 Persentase kajian akademik persiapan DOB yang 
disampaikan ke Kemendagri RI 

% 

15 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % BPS Provinsi 

16 Pertumbuhan Ekonomi % BPS Provinsi 

17 Tingkat Inflasi % BPS Provinsi 

18 Indeks Ekonomi Biru Indeks Bappenas 

19 Penurunan Intensitas Emisi GRK % Bappenas 

20 PDRB Perkapita  Juta Rp BPS Provinsi 

21 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan % BPS Provinsi 

22 Kontribusi PDRB Provinsi % BPS Provinsi 

23 Rasio PDRB penyediaan Akomodasi Makan dan 
minum 

% BPS Provinsi 

24 PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum Harga berlaku BPS Provinsi 

25 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB %  BPS Provinsi 

26 Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Indeks Bappenas 

27 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenaga 
kerjaan 

orang 

28 Persentase penyandang disabilitas bekerja di 

sektor formal 

% BPS Provinsi 

29 Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan % BPS Provinsi 

30 Jumlah tamu wisatawan mancanegara (Hotel 
berbintang) 

Ribu Orang BPS Provinsi 

31 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

indeks Kementerian 
Kominfo 

32 Ekspor barang dan jasa % BPS Provinsi 

33 Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat 
provinsi 

% Dinas Peraindag 

34 Indeks Reformasi Hukum Indeks Biro Hukum 

35 Indeks Sistem pemerintahan berbasis Elektronik 
(SPBE) 

Indeks Dinas Kominfo 

EBY

33

EBY

Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi 

EBY

%

EBY

Dinas Peraindag 
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NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH SATUAN SUMBER DATA 

589 Rasio luasan serangan OPT tanaman pangan yang 
dapat ditangani terhadap luas serangan OPT 

% 

590 Rasio luasan serangan OPT tanaman perkebunan 
yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT 

% Dinas TPH 

591 Persentase luas areal pengendalian dan 
penanggulagan bencana Dampak Perubahan Iklim 
(DPI) tanaman hortikultura  

% Disbunak 

592 Persentase luas areal pengendalian dan 
penanggulagan bencana Dampak Perubahan Iklim 
(DPI) tanaman pangan  

% Dinas TPH 

593 Cakupan Bina Kelompok Tani  % Disbunak 

594 Perkebunan Disbunak 

595 -       Peternakan Disbunak 

596 -       NTP Perkebunan Disbunak 

597 NTP Peternakan % Disbunak 

598 Persentase Luas Rehabilitasi Lahan di Luar 
Kawasan Hutan Negara 

Disbunak 

599 Persentase Luas Fasilitasi Pengusulan Akses Legal 
kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan 
melalui Perhutanan Sosial 

Dinas Kehutanan 

600 Nilai transaksi kehutanan sosial  Rp/Kapita Dinas Kehutanan 

601 Nilai transaksi ekonomi KTH Rp/Kapita Dinas Kehutanan 

602 Luas Kawasan hutan yang dikelola oleh 
masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan 
Kemitraan Kehutanan  

Ha Dinas Kehutanan 

603 Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun Dinas Kehutanan 

604 Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan 
pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan 
penanaman oleh stakeholder lainnya  

Ha Dinas Kehutanan 

505 Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi  Ha Dinas Kehutanan 

606 Luas hutan mangrove yang direhabilitasi  Ha Dinas Kehutanan 

607 Energi dan Sumber Daya Mineral  Dinas Kehutanan 

608 Persentase rumah tangga pengguna listrik % Dinas ESDM 

609 Persentase desa teraliri listrik % Dinas ESDM 

610 Porsi EBT dalam bauran energi primer  % Dinas ESDM 

611 Konsumsi listri perkapita (kWh) Dinas ESDM 

612 Intensitas energi primer  SBM/Rp. Miliar Dinas ESDM 

613 Perdagangan Dinas ESDM 

614 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Juta USD 

615 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan 
harga barang kebutuhan pokok  

% Disperindag 

616 Inflasi pangan bergejolak  % Disperindag 

617 Persentase Kepatuhan Berusaha % Dinas Pangan 

EBY

615

EBY

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok  

EBY

Disperindag

EBY

%

EBY

616

EBY

Inflasi pangan bergejolak  

EBY

%

EBY

Disperindag

EBY

614

EBY

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan 

EBY

Juta USD 



- 21- 

NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH SATUAN SUMBER DATA 

618 Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen  % Disperindag 

619 Perindustrian Disperindag 

620 Nilai ekspor produksi industry non-migas Juta USD 

621 Jumlah tenaga kerja di sektor industry Juta orang Disperindag 

622 Cakupan bina pelaku IKM % Disperindag 

623 Transmigrasi Disperindag 

624 Indeks pengembangan kawasan transmigrasi angka 

625 Persentase transmigran dalam binaan yang 
berhasil  

% Disnakertrans 

626 Jumlah KK transmigran yang di bina RT Disnakertrans 

627 Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan 
transmigrasi prioritas kementrian yang di 
revitalisasi  

indeks Disnakertrans 

628 Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan 
transmigrasi prioritas Nasional yang di revitalisasi 

indeks Disnakertrans 

629 Perikanan Disnakertrans 

630 Produksi  Perikanan  Ton 

631 Persentase produksi  % Dinas Kelautan 

632 - Produksi Perikanan  Budidaya Ton  Dinas Kelautan 

632 
633 

- Produksi Perikanan  Tangkap Ton Dinas Kelautan 

Produksi  Perikanan  yang  diolahan  Kg Dinas Kelautan 

Konsumsi Ikan   (Kg/Kap /Thn) Dinas Kelautan 

634 Kontribusi Sektor  Perikanan terhadap PDRB  % Dinas Kelautan 

635 Cakupan Bina Kelompok  Nelayan % Dinas Kelautan 

636 Produksi  Perikanan Kelompok  Nelayan ton Dinas Kelautan 

637 Proporsi  tangkapan  ikan yang  berada  dalam 
batasan biologis  yang  aman  

% Dinas Kelautan 

638 Nilai  Tukar  Nelayan % Dinas Kelautan 

638 
639 

Nilai  Tukar  Nelayan 
Nilai  Tukar  Pembudidaya  

% 
% 

Dinas Kelautan  

640 Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan 
dan perikanan 

Kasus Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

641 Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan 
perikanan 

% Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

642 Produksi Garam  ton Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

643 Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP hari Oprasi Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

644 Rasio kawasan lindung perairan terhadap total 
luas perairan teritorial  

angka Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

644 
645 

Rasio kawasan lindung perairan terhadap total 
luas perairan teritorial  
Kawasan Konservasi daerah yang operasional 

angka 
Ha 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

646 Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi 
pesisir (Provinsi) 

Provinsi Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

647 Indeks Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Daerah Provinsi Sulteng 

Sulteng Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

648 Persentase keselarasan dan kesesuaian rencana 
pembanguna daerah sesuai dengan standar 
IPPN/D 

% Bappeda 

649 Keuangan Keuangan Bappeda 

650 Kategori Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah  Daerah BPKAD 

EBY

618 

EBY

Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen  

EBY

%

EBY

Disperindag

EBY

620

EBY

621

EBY

622

EBY

Jumlah tenaga kerja di sektor industry 

EBY

Cakupan bina pelaku IKM 

EBY

%

EBY

Disperindag 

EBY

Disperindag

EBY

Nilai ekspor produksi industry non-migas 

EBY

Juta orang 

EBY

Juta USD 
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NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH SATUAN SUMBER DATA 

687 Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal 
pertahun 

jiwa Dinas 
Perhubungan 

 

688 Jenis dan jumlah bank dan cabang unit Dinas 
Perhubungan 

 

689 Indeks Wiliamson Wiliamson BPS Provinsi  

690 Angka kriminalitas  kasus BPS Provinsi  

691 Rasio Ekspor + Impor/ pdrb( indiktor 
keterbukaan ekonomi) 

angka BPS Provinsi  

692 Indeks reformasi hukum hukum BPS Provinsi  

693 Proposi penduduk yang merasa aman berjalan 
sendirian di area tempat tinggalnya 

persen BPS Provinsi  

694 Kualitas tenaga kerjas Rasio lulusan 
S1/S2/S3 

BPS Provinsi 
 

695 Rasio Ketergantungan  angka BPS Provinsi  

 
 

 
 

 


















